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KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 237/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XI1/2016 tentang Jenis dan

Spesifikasi Kebutuhan Bilik Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

ABSTRAK

Setelah dilaksanakan Stock Opname bilik pemungutan suara yang digunakan pada
Pemilu terakhir atau Pemilu Presiden Tahun 2014, didapatkan data kekurangan
jumlah bilik pemungutan suara yang masih dalam kondisi baik yang diperlukan
dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun
2017.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015
tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila bilik pemungutan suara
pada ayat (4) tidak mencukupi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik
pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaan Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898); PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh PKPU
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota; PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2016; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan
dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor
151/Kpts/KPU/2016.



Dalam  Keputusan  KPU Kota  Cimahi  Nomor  237/Kpts/KPU Kota
Cimahi/011.329201/X11/2016 Tahun 2016 diatur tentang:
Menetapkan Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Bilik Suara sebagaimana terdapat
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